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Abstract: This research aims to analysis the governmental regulation on disability 

issues in Indonesia especially in Special Region of Yogyakarta, to understand the 

rule making process of the local regulation on protection and fulfillment of 

disabilities rights. Indonesian is a country that have significant number of person 

with disabilities, there are more than 12 percen of the population in Indonesia. 

Some of the most crucial issues on the rights of person with disabilities in 

Yogyakarta such as in economic sector, politic sector, social culture sector, law 

sector and human rights. How to fulfill the rights of disabilities the Yogyakarta’s 

government make the policy as the local regulation in according with the 

Convention on The Rights of Person With Disability. Using the qualitative 

method and the post agreement on negotiation theory model and also to support 

the analysis this research using the affirmative concept in compensatory justice. 

This research analysis how the Yogyakarta goverenment legitimize the local 

regulation to protection and fulfillment of disabilities rights and fulfilling the 

parties, stakeholder and the busineses interests, so that the local goverenment not 

overlaping between the the rights of disabilities and the group interest. This paper 

fund that the process to legimate the local government on disabilities issue in 

Yogyakarta are occur some compromising beetwen stakeholder, interest group, 

local and international NGOs. With the result that the local regulation on 

disabilities issue in yogyakarta has affirmative policy to fulfill the rights of 

disbailities and the group interest. 

Keywords: disability rights, disability regulation, affirmative policy 

Pendahuluan 

Dalam proses pembentukan perundang-undangan yang dilakukan oleh 

sebuah negara atas pertimbangan dan kebijakan nasional. Perencanaa dan 

mekanisme pembentukan undang-undang juga berdasarkan kondisi di setiap 

negara masing-masing. Dan Pembentukan hukum di sebuah negara di dunia 

tentunya banyak peran serta dari beberapa dukungan dan desakan dari beberbagai 

belah pihak. Selain dari hukum, norma dan regim internasional dibutuhkan juga 

peran organisasi internasional yang ikut serta dalam mendorong pemerintah 

Indonesia untuk ikut serta dalam ratifikasi hukum internasional. Dimana, 

kemudian diadopsi sebagai suatu payung hukum sebagai suatu upaya melindungi 
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hak-hak bagi para penyandang disabilitas di Indonesia. Salah satu organisasi 

internasional yakni diantaranya adalah International Labour Organization dimana 

tujuannya adalah menciptakan lingkungan hukum dan kebijakan yang 

memungkinkan untuk pekerjaan dan pelatihan yang lebih baik bagi orang-orang 

dengan cacat. Dan juga meningkatkan kesadaran dan kapasitas para konstituen 

untuk mengatasi non-diskriminasi dan hambatan untuk kesetaraan kesempatan 

kerja bagi para penyandang cacat.
1
 

Pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Maret 2007 menandatangani 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-

Hak Penyandang Disabilitas) di New York. Penandatanganan tersebut 

menunjukan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, 

memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya 

diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas.
2
 Sehingga 

muncul undang-undang No. 19 tahun 2011 yakni tentang  pengesahan convention 

on the rights of persons with disabilities (konvensi mengenai hak-hak penyandang 

disabilitas). Undang-undang tersebut disahkan pada tanggal 10 November 2011 di 

Jakarta oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono. 
3
 Pada tahun 2016 lalu 

kemudian pemerintah Indonesia mengesahkan undang-undang No. 8 Tahun 2016 

tentang penyandang disabilitas, yang disakan oleh presiden Joko Widodo. 

Undang-undang tersebut sebagai keluaran undang-undang pasca diratifikasinya 

The Convention On The Right of People With Disabilities, yang telah disesuaikan 

dengan kondisi para disabilitas di Indonesia.  

Fokus dari penelitian ini akan membahas mengenai pembentukan Perda No. 

4 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas di Daerah 

Istimewa Yogyakarta.Bagi beberapa kelompok masyarakat yang mendukung 

adanya pembentukan Perda tentang disabilitas menjelaskan, dengan jumlah 

                                                           
1
 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---

ifp_skills/documents/publication/wcms_210477.pdf 
2
 Ibid, hal 3 

3
 Penjelasan atas undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan 

convention on the rights of persons with disabilities (konvensi mengenai hak-hak penyandang 

disabilitas, hal 2 dalam http://www.bphn.go.id/data/documents/11uu019.pdf  diakses pada 

tanggal 29 Juli 2017 pukul 21.45 wib  

http://www.bphn.go.id/data/documents/11uu019.pdf
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difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 27,238 pada sekitar 

tahun 2016. Akan tetapi Hak-hak penyandang disabilitas di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY) ternyata masih belum terpenuhi dengan baik. Hal 

tersebut tercermin dalam beberapa hal yakni pada bidang medis/kesehatan, 

pendidikan, aksesibilitas, hukum, habilitasi dan rehabilitasi, pekerjaan, partisipasi 

dalam kehidupan politik dan publik, serta perolehan jaminan sosial terkait 

disabilitas.
4
 Masyarakat yang mendukung pembentukan Perda pada umumnya 

adalah mereka yang sangat antusias terhadap hak asasi manusia, pemenuhan 

aksesibilitas dan kesetaraan hak dan penghormatan terhadap sesama. Sehingga 

perlu adanya payung hukum yang dapat mengayomi difabel dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

Hal di atas membuktikan bahwa proses pembentukan suatu perundang-

undangan dan perda masih banyak menuai permasalahan-permasalahan. 

Permasalahan tersebut muncul dari berbagai pihak tentunya, baik pihak yang 

mendukung  dikeluarkannya Perda tersebut maupun masalah yang mengkritik 

dikeluarkanya Perda tersebut. Hal itu tercermin dari masih banyaknya disabilitas 

yang belum mendapatkan pendidikan secara layak dan pekerjaan secara layak 

meskipun aturan kuota 1% bagi perusahaan baik pemerintah maupun swasta. 

Sehingga kemudian dalam tesis ini akan mengangkat problematika-problematika 

pembentukan undang-undang disabilitas dan Perda disabilitas di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Ditinjau dari proses perencanaan, pembentukan dan pengesahan 

Perda disabilitas hingga evaluasi kerja atau implementasi Perda No. 4 Tahun 2012 

tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak disabilitas di Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada masalah yang telah diuraikan pada latarbelakang, maka 

masalah yang diajukan dalam penelitian tesis ini adalah: ”Bagaimana proses 

pembentukan kebijakan tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas 

di Daerah Istimewa Yogyakarta”? 

                                                           
4
 BPH UMY. (2015). Hak Penyandang Disabilitas Di DIY Belum Terpenuhi. Diakses dari 

http://www.umy.ac.id/hak-penyandang-disabilitas-diy-belum-terpenuhi.html pada tanggal 15 

Agustus 2017 jam 14.15 Wib 

http://www.umy.ac.id/hak-penyandang-disabilitas-diy-belum-terpenuhi.html
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Kerangka Teoritik 

Dalam setiap penelitian kerangka teoritik sangat dibutuhkan sebagai salah 

satu alat bantu dalam membangun analisis dan mengekplorasi masalah yang akan 

dibahas dalam setiap penelitian. Selain itu kerangka teoritik juga sebagai sarana 

dalam membatu menjawab rumusan masalah. 

1. Teori Post-Agreement Negotiation 

Adapun pengertian dari Potsagreement Negosiation dalam buku Getting 

it Done oleh Bertram I. Spector dan I William Zartman adalah: 

“...as the dynamic and cooperative proceses, systems, prosedures, and 

structure that are institutionnalized to sutain dialogue on issues taht cannot, 

by there very nature, be resolved by a single agreement.”
5
 

Bagan 1Regime Dynamics in A Post Agreement Negotiation 

 

Sumber: Surwandono.  Disertasi: Dinamika Penyebab Konflik Di Mindanao dalam Bertram I. 

Spencer, I William Zartman, Post Agreement Negotiation and International Regime: Getting It 

Done, Washington DC,USIP, 2003, hal. 63
6
 Naskah tidak dipublikasikan. 

                                                           
5
 Bertram I. Spencer, I William Zartman, ( 2003). Post Agreement Negotiation andInternational 

Regime: Getting It Done, Washington DC,USIP. Hal 55 
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. 

Pada tabel 1 yakni proses Postagreement Negotiation dalam level 

domestik terdapat beberapa tahapan yakni: Acceptance/Ratification 

Negotiation adalah Negosiasi domestik mengenai penerimaan formal 

kesepakatan negosiasi internasional di tingkat negara bagian. Negosiasi ini 

melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk 

kementerian dan lembaga pemerintah, partai politik, bisnis, LSM, dan 

masyarakat umum. Rule-Making Negotiations adalah  negosiasi domestik 

mengenai perancangan dan pengembangan undang-undang, peraturan, 

kriteria, standar, dan target yang baru atau yang dimodifikasi yang 

dimaksudkan untuk membawa negara ke dalam konvergen dengan 

ketentuan kesepakatan internasional yang diterima. Enforcement, 

Monitoring, and Reporting Negotiations adalah Negosiasi domestik 

mengenai metode dan pendekatan untuk implementasi undang-undang dan 

peraturan baru.
7
 

Pada tabel 2 yakni proses Postagreement Negotiation dalam level 

International terdapat beberapa tahapan yakni: Regime Formation 

Negotiations adalah Negosiasi internasional mengenai pelaksanaan 

operasional sebuah rezim yang ditandai oleh seperangkat prinsip, norma, 

peraturan, dan peraturan untuk mengatur area isu tertentu sesuai dengan atau 

mengacu pada satu atau lebih kesepakatan yang dinegoasikan secara 

intertasional. Regim Governance Negotiation adalah Negosiasi internasional 

mengenai operasi dan tata kelola rezim internasional yang sedang berjalan, 

termasuk isu-isu seperti penggelembungan koalisi dan pemfilteran, 

kepemimpinan, pengembangan pemahaman konseptual mengenai isu, 

penyelesaian perselisihan, pemantauan dan pelaporan, dan masuknya 

                                                                                                                                                               
6
 Bagian Pendahuluan Surwandono, (2010) . Disertasi: Dinamika Penyebab Konflik Di Mindanao. 

Hal. 31 dalam Bertram I. Spencer, I William Zartman, Post Agreement Negotiation and 

International Regime: Getting It Done. Tidak dipublikasikan.  diakses dari 

http://surwandono.staff.umy.ac.id/2010/07/13/files/2010/07/Penelitian-tentang-konflik-

separatisme-di-Asia-Tenggara-telah-banyak-dilakukan-oleh-peneliti.pdf pada tanggal 16 

Agustus 2017 Jam 22.30 Wib 
7
 Bertram I. Spencer, I William Zartman, Op.Cit., Hal. 65 

http://surwandono.staff.umy.ac.id/2010/07/13/files/2010/07/Penelitian-tentang-konflik-separatisme-di-Asia-Tenggara-telah-banyak-dilakukan-oleh-peneliti.pdf
http://surwandono.staff.umy.ac.id/2010/07/13/files/2010/07/Penelitian-tentang-konflik-separatisme-di-Asia-Tenggara-telah-banyak-dilakukan-oleh-peneliti.pdf
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anggota baru dan kepergian anggota lama. Regime Adjusment negotiations 

adalah Negosiasi internasional mengenai renegosiasi kesepakatan saat ini 

untuk membawa mereka sesuai dengan informasi baru, pemikiran baru, isu 

baru, dan umpan balik dari kegiatan saat ini. Negosiasi ini bisa 

mengakibatkan pembesaran dan kontraksi rezim.
8
 

Hasil Dan Pembahasan 

A. Proses Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Disabilitas Di Tingkat 

Nasional 

Dalam mekanisme perumusan UU pengesahan The Convention On The 

Rights Of People With Disability harus disertai dengan pembuatan naskah 

akademis terjemahan dari Konvensi tersebut dalam bahasa Indonesia. Upaya 

penerjemahan tersebut yakni berawal dari istilah “Penyandang Cacat” yang 

sebelumnya digunakan dalam UU No. 4 Tahun 1997. Pada pertemuan dalam 

rangka pembahasan istilah tersebut yang dihadiri oleh beberapa instansi yakni 

antara lain: Organisasi penyandang cacat (penyandang disabilitas), Komnas HAM 

dan ahli bahasa pada bulan Janauari 2009 di Cibinong Bogor. Pertemuan ini 

digagas oleh Kementerian Sosial bekerjasama dengan Komisi Hak Asasi 

Nasional. Dalam pertemuan tersebut belum mendapatkan sebuah kesepkatan 

dengan istilah dalam bahasa Inggris mengenai “Disabilitiy Person”.
9
 

Kemudian hasil usulan dari beberapa instasi pemerintah maupun ornagisasi 

sosial non-pemerintah, mendesak kementerian sosial untuk segera meratifikasi 

Konvensi Disabilitas tersebut. Sehingga kemudian Menteri Sosial mengajukan 

proses ratifikasi kepada Menteri Luar Negeri, untuk kemudian selanjutnya 

meminta ijin kepada Presiden. Pada tanggal 17 Februari 2009 Menteri Sosial 

memperoleh ijin prakarsa proses ratifikasi oleh Presiden Susilo Bambang 

Yodhoyono. Melalui surat Menteri Sekretaris Negara No. B-72/M.Sesneg/D-

4/02/2009. Meskipun demikian, bahwa proses terjemahan bersamaan dengan 

pembuatan naskah akademik dan RUU Pengesahan The Convention On The 

                                                           
8
 Ibid. Hal 66 

9
 Eva Rahmi Kasim. (2013) Kronologisupaya Ratifikasi The Convention On The Rights Of Persons With 

Disabilities  ( Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) Di Indonesia. Disabilities Rights Fund. 

Sumatera Barat 
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Rights Of People With Disability. Dengan konsultasi antar kemnetrian, lembaga 

dan organisasi penyandang disabilitas, akademisi. Dengan disertai sosialisasi ke 

tingkat pusat mupun daerah. Hal ini dilakukan oleh Kementerian Sosial, 

kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan para organisasi 

penyandang disabilitas di Indonesia.
10

 

Pada tahap final upaya terjemahan resmi naskah CRPD dalam bahasa 

Indonesia yang difasilitasi oleh Komisi Nasional Ham dan Kementerian Sosial 

Komisi Nasional HAM mengundang para pakar di bidang filsafat, komunikasi, 

psikologi, hukum hak asasi manusia, linguistik, bidang kecacatan (disabilitas), 

dan praktisi dan penggiat bidang kecacatan (disabilitas) untuk mendapatkan satu 

kesepakatan terminologi terjemahan resmi “person with disability” ke dalam 

bahasa Indonesia.
11

 Sehingga dalam penggunaan di setiap undang-undang baru 

menggunakan kata disabilitas. 

Pada bulan Maret 2010 di Jakarta mengenai Istilah “Penyandang 

Disabilitas” yang telah disepakati sebagai istilah penggati dai istilah “ Penyandang 

Cacat” oleh Komisi Nasional dan HAM. Kemudian akan dijadikan sebagai 

pembahasan dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU Pengesahan 

Konvensi Hak-Hak Disabilitas. Dibahas oleh lintas Kementerian, instansi dan 

organisasi penyandang disabilitas, akademisi, Komisi Nasional dan HAM seluruh 

Indonesia, yang dilaksanakan di Bandung pada April 2010. Pertemuan tersebut 

membahas mengenai kesepakatan mengenai istilah “Penyandang Cacat” yang 

berati dalam bahasa Inggris yakni “People With Disability”.
12

 

Sehingga setelah resmi naskah konvensi disepakati dan naskah akademik 

dan RUU Pengesahan. Maka pada tanggal 31 Desember 2010 telah dilakukan 

proses diharmonisasi perundang-undangan yang dihadiri oleh beberapa wakil dari 

Kementrian di bawah Koordinasi Menteri Hukum dan HAM. Pada saat itu juga 

semua pasal dari UNCRPD diratifikasi sekitar 43 pasal. Kecuali Optional 

                                                           
10

 Ibid 
11

 Ibid 
12

 ibid 
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Protocol karena Indonesia tidak menganut sistem pengaduan individual atau 

secara mandiri kepada Komisi HAM internasional.
13

 

Kemudian pada tanggal 4 Mei 2011 Menteri Luar Negeri melalui Surat No. 

211/HI/05/2011/60/60 mengajukan permohonan kepada Presiden untuk dapat 

mengeluarkan Amanat Presiden atas pengajuaan RUU Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas untuk dapat disampaikan 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah mendapat ijin dan Presiden Susilo 

Bambang Yodhoyono mengeluarkan surat Amanat Presiden. Pada Tanggal 6 juni 

2011, Presiden RI melalui Surat Menteri Sekretaris Negara No. 

B743/M.Sesneg/D-4/PU.03/06/2011 meminta kepada menteri-menteri terkait 

untuk melakukan pemarafan pada Naskah Rancangan Undang-Undang tentang 

Pengesahan United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities.
14

 

Kemudian pada tanggal 23 Juni 2011 Presiden Susilo Bambang Yodhoyono 

melalui Menteri Sekretaris Negara No. B-858/M.Sesneg/d4/PU.03/06/2011 

menunjuk Menteri Sosial, Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM 

sebagai wakil dan representatif Presiden dalam Pembahasan Rancangan Undang-

Undang tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) di Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia. Dan pada tanggal 7 Juli 2011, Dewan Perwakilan 

Rakyat melalui Badan Musyawarah DPR membahas rencana RUU Pengesahan 

Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dan menunjuk Komisi VIII DPR untuk 

membahasnya bersama Pemerintah. 
15

 

Setelah pembahsan RUU oleh DPR bersama dengan pemerintah ,pada 

tanggal 26 September 2011, Pemerintah, dalam hal ini diwakili dari Kementerian 

Sosial dan Kementerian Luar Negeri memberikan keterangan dalam rapat kerja 

dengan DPR Komisi VIII tentang mendesaknya pengesahan RUU mengenai 

Pengesahan Konvensi Hak-hak Peyandang Disabilitas. Pada tanggal 12 Oktober 

2011, dalam rapat kerja Pemerintah yang diwakili Menteri Sosial, Menteri Luar 

Negeri dan Menteri Hukum dan HAM dengan Komisi VIII DPR, fraksi-fraksi 

                                                           
13

 ibid 
14

 ibid 
15

 Ibid 
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memberikan pendapat tentang RUU Pegesahan Konvensi Hak-hakPenyandang 

DIsabilitas. Bersamaan dengan hal itu bahwa seluruh fraksi menyetujui 

pengesahan RUU Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dan 

meneruskannya untuk di bawa dalam Sidang Paripurna DPR. 
16

 

Sehingga Pada tanggal 18 Oktober 2011, Sidang Paripurna DPR RI telah 

menyetuji RUU Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Undang -

Undang ini ini tercatat dalam Lembaran Negara No, 107 Tahun 2011 dan 

diundangkan pada tanggal 10 November 2011. Setelah melengkapi persyaratan 

dan ketentuan PBB tentang proses ratifikasi, Indonesia tercatat di PBB sebagai 

negara ke 107 yang meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas pada 

tanggal 30 November 2011.
17

 Oleh karena itu maka terbentuknya Undang-undang 

No. 19 Tahun 2011 mengenai pengesahan The Convention On The Rights Of 

People With Disability di Indonesia. Dengan mangadopsi 50 pasal dari konvensi 

tersebut. Dimana UU Pengesahan tersebut diundangkan oleh Menteri Hukum dan 

HAM RI yakni bapak Amir Syamsudin dan disahkan oleh Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono. 

B. Peran NGOs Disabilitas Dalam Pembuatan UU Pengesahan The 

Covention On The Rights Of People With Disability 

Humanity and Inclusion yang dulu bernama International Handicap. 

Kemitraan dengan organisasi-organisasi orang cacat lokal dan regional, LSM, dan 

otoritas pemerintah, Kemanusiaan & Inklusi memajukan hak-hak orang Indonesia 

penyandang cacat di tingkat nasional dan provinsi. Ini melibatkan penyediaan 

dukungan keuangan dan teknis untuk organisasi, seringkali dalam bentuk 

pelatihan dalam peningkatan kesadaran dan advokasi. Organisasi tersebut juga 

menyarankan lembaga-lembaga publik, seperti Kementerian Solidaritas Sosial, 

untuk membantu menerapkan rencana aksi nasional untuk disabilitas dan 

membuat dewan nasional untuk disabilitas.
18

 Program Handicap International 

Indonesia, bekerja sama erat dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan 

cabang-cabang provinsi mereka, juga masyarakat sipil, dalam pelaksanaan proyek 

                                                           
16

 Ibid 
17

 Ibid 
18

 http://www.hi-us.org/indonesia#dr 
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dan identifikasi bagaimana kami dapat mendukung program-program 

Kementerian Sosial Republik Indonesia di tingkat nasional dan provinsi.19Adapun 

beberapa LSM di daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi mitra Handicap 

International yakni diantaranya adalah LSM Dria Manunggal, LSM CIQAL 

(Center for Improving Qualified Activity in Live People with Disability) dan LSM 

SAPDA (Senter Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak). Dalam kerjasamanya 

tidak hanya mengenai rehabilitasi bagi para penyandang disabilitas di Yogyakarta.  

C. Proses Pembuatan Perda No. 4 tahun 2012 Tetang Perlindungan dan 

Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Di Yogyakarta 

Proses pembentukan draft perencanaan aturan-aturan dari Perda tersebut 

atas dasar hasil rapat dari beberapa lembaga yang tergabung dalam Tim Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Diantaranya yakni, Dinas Sosial, Dinas 

Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Dinas 

Pendidikan dan Lembaga Sosial Masyarakat. Tim tersebut melakukan penjaringan 

aspirasi ke kabupaten atau kota dari berbagai aspek mulai pendidikan, sosial, 

kesehatan, politik dan ketenaga kerjaan, tentang kebutuhan bagi para disabilitas. 

Dan kemudian di bahas dalam klaster-klaster yang berbeda. Kemudian 

merumuskan pasal-pasal darft Perda. Kemudian dengan mengundang Biro Hukum 

dan SKPD meminta masukan dan komunitas Difabel, perusahaan swasta, BUMN 

dan BUMD. Sehingga dalam rangka penyusunan draft Perda tersebut tidak 

sepihak atas kewenangan dari Pemrakarsa.
20

 

Kemudian penyusunan Pasal-pasal oleh Tim Pemrakarsa dan melakukan 

finalisasi Pasal-pasal dengan mempertimbangkan pasal-pasal yang disepakati oleh 

Tim tersebut. Setelah itu darft tersebut diajukan ke Badan Biro Hukum Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Bersama dengan itu Tim melakukan study banding ke 

Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementrian Ketenagakerjaan 

terkait tentang regulasi dan mandat-mandat. dan di berbagai daerah di Indonesia 

yakni di Jawa Barat dan Bali terkait tentang Perda Disabilitas. Dan melihat 

                                                           
19

 http://www.handicap-international-id.org/about-us-2 
20

 Penjelasan Bapak Subroto. Tentang Masalah-Masalah Disabilitas Di Daerah Istimewa dan 

Proses Pembentukan Perda Disabilitas di Yogyakarta. Selaku Kepala Seksi Rehabilitasi 

Penyandang Cacat di Dinas Sosia Daerah Istimewa Yogyakarta 
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beberapa regulasi dari organisasi Internasional serti Regulasi di WHO, ILO dan 

UNESCO.
21

 

Setalah draft Perda tersebut diharmonisasi di Badan Biro Hukum 

Yogyakarta. Kemudian di ajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk 

kemudian dibuat pansus dalam Dewan tersebut. Kemudian dalam setiap 

pembahasan di Pansus tersebut yang dimana membahas setiap pasal dari draft 

Perda tersebut. Dengan mengundang SKPD dan BKD (Badang Kepegawaian 

Daerah) Pansus membahas pasal demi pasal dan SKPD tersebut yang terlibat 

langsung dalam pasal tersebut.  Kemudian setelah Pansus menyelaraskan Draft 

Perda tersebut kepada beberapa SKPD dan Draft Perda tersebut diterima. Maka 

DPRD melakukan Public Hearing. Dan disampaikan permasalahan dalam Draft 

Perda tersebut kepada masyarakat oleh DPRD.
22

 

Pemda dalam hal ini adalah Eksekutif atau Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta kemudian mengajukan Raperda tentang Disabilitas (Rancangan 

Peraturan Daerah) ke DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Kemudian 

setelah diterima oleh DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta di bahas di Bapaperda 

(Badan Pembentukan Perda). Setelah itu,  dikaji bersama, Raperda (rancangan 

Peraturan Daerah) dengan berdasarkan memenuhi persyaratan berdasarkan 

undang-undang. Kemudian Raperda tersebut dipansuskan. Dalam pembahasan di 

Pansus, yakni bahwa pembahsan setiap pasal dan mengundang beberapa SKPD 

yang terkait dengan pasal atau aturan tersebut. Pembahsan di Pansus di bahas satu 

persatu pasal atau aturan tersebut, sehingga membutuhkan waktu yang cukup 

lama.
23

  

a. Pembentukan Pansus dalam rangka membahas mengenai Raperda dengan 

melibatkan beberapa stakeholder, SKPD dan Perusahaan-perusahaan 

swasta, BUMN dan BUMD. 

b. Rapat Pansus dalam penyusuan Raperda Tetang Perlindungan dan 

Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di DIY. 

                                                           
21

 Ibid 
22

 Ibid 
23

 Penjelasan Bapak Eko. Tentang Proses Pengesahan Perda. Selaku Anggota Komisi A DPRD 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
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1) Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD DIY terhadap Raperda 

Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang 

Disabilitas. Antara lain dari, 1) Fraksi Partai Demokrat, 2) Fraksi 

Partai Amanat Nasional, 3) Fraksi Partai Golkar, 4) Fraksi Partai 

Keadilan Sosial, 5) Fraksi Pembangunan Nurani Peduli Indonesia 

Raya, 6) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, 7) Fraksi Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan 

c. Pembahasan Raperda dalam Paripurna di DPRD Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Setelah Raperda dipansuskan kemudian dibahas dalam 

Paripurna. Berdasarkan Bahan Acara No. 8 Tahun 2012 Mengenai 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Bahwa Paripurna berjalan selama empat kali Paripurna di 

DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Setelah Paripurna kemudian akan ditetapkan Perda Tentang 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di daerah 

Istimewa Yogyakarta. Dengan ditetapkannya Perda tersebut yang bermuatan 

sembilan bab dengan umlah keseluruhan pasal seratus pasal termasuk 

penutup. Akan tetapi sebelum itu Raperda harus dievaluasi ke Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia dan melakukan penyesuaian dengan 

kondisi. Dalam hal ini adalah bahwa kondisi tersebut sesuai dengan kondisi 

Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
24

Sehingga kemudian Perda 

tersebut disahkan. Setelah Perda tersebut disahkan, kemudian ditetapkan 

pada tanggal 15 Mei 2012 oleh Gubernur Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X dan diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 15 Mei 2012 oleh Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta 

Ichsanuri. Dalam pasal penutup di Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Dalam pasal 100 menyatakan “Peraturan Daerah ini 

mulai berlaku 2 (dua) tahun setelah diundangkan.” Tujuanya dengan 

                                                           
24

 Bapak Eko. Anggota Komisi A DPRD DIY. Op.Cit 
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melakukan sosialisasi agar masyarakat tau bahwa pemerintah membentuk 

Perda tentang perlidungan dan pemenuhan hak disabilitas.
25

 

D. Pelaksaan, Pemantauan dan Evaluasi Perda No. 4 tahun 2012 Tetang 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Di Yogyakarta 

Dalam proses pelaksanaa, pemantauan dan evaluasi kerja dari Peraturan 

daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas. Dalam Perda No 

4 Tahun 2012 Pasal 15  (1) Pemerintah Daerah bersama-sama Pemerintah 

Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan 

kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas. (2) 

Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi yang beranggotakan unsur 

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota. (3) Apabila hasil monitoring 

dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) menemukan adanya kelalaian SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang 

mempunyai tugas pokok di bidang pendidikan, maka Gubernur memberikan 

sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
26

 

Berdasarkan observasi DPRD DIY sebelum Perda No. 4 Tahun 2012 

terbentuk bahwa realita mengenai kuota 1% bahwa belum banyak perusahaan di 

DIY yang mempekerjakan penyandang disabilitas saat ini di lingkungan 

pemerintah provinsi DIY sendiri terdapat pegawai yang menyandang disabilitas 

meskipun masih berjumlah sedikit. Pembentukan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 

2012 ini menekankan pada kebijakan afirmatif dengan memberikan kesempatan 

kuota 1%. Dalam hal ini kebijakan kuota 1% yakni sebagai pemnuhan hak 

memperoleh pekerjaan bagi difabel di suatu perusahaan. Dan berlaku untuk 

perusahaan swasta, BUMN, BUMD serta pegawai negeri sipil.  

Dengan adanya Perda ini maka diharapkan kuota satu persen penyandang 

disabilitas dari jumlah 100 pekerja di perusahaan maupun tenaga sipil dapat 

terwujud. 
27

 hal ini yang kemudian menjadi urgensi dibentuknya Perda disabilitas 

                                                           
25

 Penjelasan Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang perlindungan dan Pemenuhan hak-hak penyandang 

disabilitas 
26

 Ibid 
27

 BA No. 8 Tahun 2012 Tentang perlindungan dan Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas 



15 
 

dengan dicantumkannya pasal 30 ayat (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota harus memberikan kuota paling sedikit 1% (satu persen) bagi 

tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam setiap penerimaan Pegawai Negeri 

Sipil.
28

 Hal ini yang kemudian menjadi salah satu urgensi dalam pembentukan 

Perda No. 4 Tahun 2012 di DIY. 

Dalam pembentukan Perda disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta 

tentang masalah pekerjaan, dalam pelaksaan Perda menggunakan kebijakan 

afirmatif bagi para penyandang disabilitas. Dalam hal ini menurut penuturan 

Bapak Ahmad Makruf menyatakan bahwa Perusahaan menyatakan tidak 

keberatan dengan adanya kuota 1% tersebut. Meskipun demikian bahwa mereka 

menetapakan beberapa kualifikasi bagi karywan difabel yang akan bekerja di 

perusahaannya. Jika kita melihat bahwa kuota tersebut belum terpenuhi hal itu 

karena kesiapan dari difabel itu sendiri. 
29

 

Disamping itu juga yang tertuang di Perda No. 4 Tahun 2012 pada pasal 17 

“Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan 

mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya 

sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu”. Dan pada Pasal 20 sebutkan juga 

“Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan secara berjenjang meliputi: a. tingkat 

dasar; b. menengah; dan c. mahir”. Selain itu Pasal 21 juga menyebutkan bahwa 

“SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang 

ketenagakerjaan menyediakan informasi mengenai potensi kerja penyandang 

disabilitas. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 

memuat : a. jumlah dan jenis penyandang disabilitas usia kerja; b. kompetensi 

yang dimiliki penyandang disabilitas usia kerja;dan c. sebaran jumlah, jenis dan 

kompetensi penyandang disabilitas usia kerja”.
30
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Hal di atas dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih terhadap 

kepentingan masing-masing. Dimana kelompok masyarakat pro terhadap 

perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menyuarakan 

mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan kelompok yang konta 

tidak semata-mata memberikan penolakan atas Perda tersebut. Dalam hal ini 

upaya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan Compensatory 

Justice, dimana kemudian menciptakan keadilan yang berimbang terhadap 

penyandang disabilitas dan para perusahaan. Agar tidak terjadi ketimpangan 

dalam aplikasi Perda tersebut. 

Dan permasalah dalam pelaksanaan adalah tentang informasi yang asimetris 

yakni dimana perusahaan belum memberikan informasi secara rinci tentang 

kualifikasi karyawan dalam perusahaan tersebut, sehingga difabel akan merasa 

terdiskriminasi dengan adanya penolakan dari perusahaan tersebut. Dan Perlu 

adanya Bidging yakni perlu menjembatani antara kemampuan objektif difabel 

dengan kebutuhan kerja, hal ini yang kemudian membuat difabel diperlakukan 

seperti yang lain. Dalam kepentingan bisnis dalam hal ini tidak terlalu dirugikan 

karena penempatan difabel harus dengan sesuai kualifikasi dan kemampuan 

difabel atas perusahaan tersebut. Sehingga mengapa dalam hal ini belum banyak 

difabel yang dapat masuk ke perusahaan dikarenakan belum adanya kemampuan 

yang mumpuni dari difabel yang sesuai kualifikasi perusahaan tersebut.
31

 

Problem dalam implementasi jika perda tersebut dilakukan secara 

konsekuen maka akan berimplikasi pada anggaran. Kemudian hal ini yang 

membuat aplikasi Perda belum secara maksimal dijalannya. Mislanya dalam 

fasilitas umum belum mampu memberikan fasilitas yang aksesibel terhadap 

diafabel. Sehingga dibutuhkannya bantuan dana dari pemerintah dalam 

pembuatan fasilitas umum. Karena pertimbangan anggaran dalam aplikasi Perda 

tersebut.
32

 Dalam tahap evaluasi bahwa langkah pertama yakni dibidang 

pendidikan yakni banyaknya sekolah inklusi. Akan tetapi dalam bidang ekonomi 

belum adanya kontrol dari pelaksanaan dan penetapan kuota 1%. Dan masalah 

                                                           
31
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administrasi yakni harus dipastikan hak kependudukan difabel harus diberikan 

secara sama rata 

Kesimpulan 

 Dalam sejarah awal penyandang disabilitas masih dianggap sebelah mata 

oleh masyarakat umum. Dan dianggap keberadaan disabilitas tidak memberikan 

pengaruh yyang signifikan terhadap kehidupan sosial, politik dan perekonomian, 

tidak hanya di Indonesia bahkan hampir di seluruh dunia. Banyak sekali ditemuni 

diskrimasi lansung maupun secara tidang langsung terhadap para disabilitas di 

Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang kita tahu 

bahwa sebelum diratifikasinya The Covnetion On The Rights Of People With 

Disability, penyandang disabilitas masih di sebut sebagai orang cacat. Dalam hal 

ini “orang cacat” adalah konstrusi sosial yang menyebutkan bahwa istilah “cacat” 

berati orang yang mempunyai penyakit, aib dan membutuhkan pertolongan orang 

lain. Konstruksi soasial ini berawal dari adanya orang cacat berati dengan kata 

lain bahwa di samping itu ada juga orang “normal”dan tidak “normal”. Hal ini 

yang yang dianggap sebagai diskrriminasi yang secara tidak langsung. Dimana 

berawal dari makna istilah dari “cacat” tersebut. 

Selain itu, bahwa pemerintah Daerah Itimewa Yogyakarta juga sangat 

memperhatikan para difabel. Hal ini adalah sebagai suatu komitmen daerah 

Istimewa Yogyakarta dalam memhormati derajat, martabat dan hak asasi manusia.  

Dan dibuktikan dengan pembuatan Peraturan Daerah yang memberikan 

perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi para penyandang disabilitas. Dimana 

Peraturan Daerah dibentuk satu tahun setelah diratifikasinya konvensi 

internasional tentang penyandang disabilitas di Indonesia. Hal ini yang kemudian 

membuat Daerah Isitimewa Yogyakarta kedepannya akan menjadi menjadi suatu 

provinsi di Indonesia yang ramah difael dan provinsi yang inklusi. Peraturan 

Daerah tentang penyandang disabilitas di daerah Istimeawa disambut baik oleh 

Gubernur Yogyakarta, sehingga dalam proses pembentukan dan pengesahaanya 

tidak membutuhkan waktu yang lama.  
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Peraturan Daerah tentang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak 

hanya memberikan perlindungan, pemenuhan hak bagi disabilitas. Sekaligus juga 

mengatur hak-hak bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan kehidupan 

sehari-harinya dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan aturan-aturan yang 

mengatur tentang pekerjaan, pendidikan, politik dan hukum. Dimana, beberapa 

sektor tersebut yang melibatkan banyak sektor dan aktor selain penyandang 

disabilitas. Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentunya banyak timbul banyak 

dilema-dilema dalam bentuk pro dan kontra. Kemudian pro dan kontra tersebut 

menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam menyusun 

Peraturan Daerah tersebut. Pertimbangan tersebut yakni kemudian yang 

menjadikan aturan-aturan dalam Peraturan Daerah tersebut tidak tumpang tindih 

terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat umum lainnya. Misalnya dalam hal 

ini bahwa tidak menggagu produktivitas suatu perusahaan dalam rangka 

memberikan kuota 1% nya bagi difabel untuk bekerja sebagai karyawan dalam 

perusahaan tersebut. Dan juga tidak menganggap bahwa difabel adalah orang 

yang lebih istimewa dibandingkan yang lain. Sehingga kemudian justru membuat 

diafabel semakin dianggap masyarakat yang butuh dikasihani. 
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